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 Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia 
kembali menjadi perbincangan menarik di penghujung tahun 2018 muncul 
satu fenomena yang menarik untuk dibahas yaitu berkaitan dengan hak pilih 
orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Dalam Peraturan KPU 
Nomor 37 tahun 2018 yaitu adanya jaminan hak pilih bagi penyandang 
disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa. Kedudukan hak memilih bagi 
orang dengan gangguan jiwa atau penyandang disabilitas mental baik dalam 
Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU 
tidak mengaturnya atau tidak memberi batasan hak bagi orang dengan 
gangguan jiwa untuk ikut serta memilih dalam pemilihan umum. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak pilih bagi orang yang 
terkena gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 
Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang 
Penyusunan Daftar pemiih didalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah perihal hak pilih orang dengan 
gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang 
Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 
2018 Tentang Penyusunan Daftar pemilih didalam Negeri dalam 
Penyelenggaran Pemilihan Umum. Penelitian ini termasuk dalam penelitian 
kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 
menggunakan Literatur (Kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun 
laporan hasil penelitian terdahulu. Sumber data penelitian ini terdiri dari data 
primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh orang 
yang melakukan penelitian. Yang berasal dari : Al-Qur’an, Hadist, buku-buku 
fiqh, serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif 
dan lengkap. Dan hasil penelitian ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 
07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 37 Tahun 2018 
khususnya bagi hak pilih orang dengan gangguan jiwa dapat dikatakan telah 
terjadi ketidakpastian hukum, sebab mengandung multitafsir hukum maupun 
keraguan, dengan tidak menegaskan hak memilih bagi orang dengan gangguan 
jiwa (ODGJ) didalam Undang-Undang tersebut. Dan berdasarkan tinjauan 
fiqh siyasah terhadap hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam 
pemilihan umum penulis mengambil kesimpulan bahwa menolak kemudaratan 
(keburukan) lebih di utamakan dibanding meraih kemanfaatan. Maka tinjauan 
fiqh siyasah terhadap hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan 
umum menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 37 
Tahun 2018 berdasarkan Al-Qur’an, hadist, dan kaidah fiqh bahwa orang 
dengan gangguan jiwa tidak diperkenankan untuk memilih sebab tidak 
memiliki akal yang cukup sebagai landasan untuk memilih, dengan tetap 
memberikan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa berdasarkan 
persamaan hak merupakan kemudharatan hal ini tentu saja bertolak belakang 
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 PENDAHULUAN  
A. Penegasan Judul 
 Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan 
diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak 
terjadi kesalahan dan kerancuan dalam memahami skripsi ini. 
  Skripsi ini berjudul : “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Pilih Orang 
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Pemilihan Umum (Studi Kritis Terhadap 
Undang-Undang Nomor  07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dan Peraturan KPU 
Nomor 37 Tahun 2018)”. 
  Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan 
memaparkan istilah atau kata-kata yang penting dalam judul tersebut yang 
berdasarkan teori dengan sumber-sumber yang dapat di pertanggung jawabkan 
bagi para pembaca sebagai berikut : 
 Tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau”, yaitu berarti 
pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.
1
 
 Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
2
 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai 
Pustaka, Jakarta, 1990, h. 951. 
 
2
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenada 
Media Grup, 2014), h. 4. 
2 
 
Hak Pilih atau kadang-kadang disebut hak pilih suara adalah hak 
penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat yang demokratik, penduduk yang 
usianya diatas batas boleh memilih dalam pemilihan umum. 
Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah 
orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang 
termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang 
bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam 
menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
3
 
 Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4
 Selanjutnya disebut pemilu. 
 Berdasarkan beberapa penegasan maka yang dimaksud dengan penelitian 
ini yaitu kajian mengenai fiqh siyasah terhadap hak pilih orang dengan gangguan 
jiwa (ODGD) dalam pemilihan umum. 
B. Alasan Memilih Judul 
Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas 
masalah ini dalam bentuk karya ilmiah antara lain : 
1. Alasan Objektif 
a. Karena Hak Pilih Merupakan bagian dari Hak Asasi, Hak memberikan suara 
atau memilih merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang 
harus dijamin pemenuhannya oleh negara.  
                                                             
3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan Jiwa, Pasal 1 Ayat (3) 
 
4
 Nadir, Ahmad, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, (Malang: Averroes 
Press, 2006), h. 89. 
3 
 
b. Tidak adanya batasan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam 
pemilihan umum dalam Undang-Undang 07 Tahun 2017 dan Peraturan KPU, 
Sehingga terjadi kekosongan hukum terhadap hak pilih orang dengan gangguan 
jiwa dalam pemilihan umum. 
2. Alasan Subjektif 
a. Judul ini sangat relevan pembahasannya dengan disiplin ilmu yang penulis 
tekuni dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa dilingkungan Fakultas 
syar’iah UIN Raden Intan Lampung. 
b. Refrensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga 
dapat mempermudah dalam menyelesaikan ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
 Pemilu merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan suatu pemerintahan 
yang mendapatkan legitimasi luas dari dari masyarakat. Jika pemilu dilaksanakan 
secara demokratis, adil, jujur langsung dan rahasia, maka terwujudnya pemilu 
yang berkualitas sangat tergantung bagaimana tahapan-tahapan penyelenggaraan 




 Kegiatan pemilihan umum (general election) juga merupakan salah satu 
sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, 
dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi 
pemerintahan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum 
sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip 
                                                             
 5 Ramlan surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 
1992), h. 28. 
4 
 
kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan 
pemilihan umum pun harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. 
Pelanggaraan terhadap hak-hak asasi manusia apabila pemerintah tidak menjamin 
terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan 
umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa 
sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.
6
 
 Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan 
oleh beberapa sebab: pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai 
aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang 
dalam jangka waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu, dapat saja terjadi 
bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai suatu kebijakan 
negara. Kedua, kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah dari 
waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula 
berubah, baik karena dinamika internasional ataupun dari faktor dalam negeri 
sendiri, baik faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. 
Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan dan pendapat rakyat juga dapat 
memungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang 
dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (new voter) atau pemilih pemula, 
belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri.
7
  
 Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum (general election) 
merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam 
                                                             
 
6




 Ibid h. 416. 
5 
 
rangka melaksanakan hak asasi warga negara.
8
 Pemilihan Umum adalah 
merupakan (conditio sine quanon) bagi suatu negara demokrasi modern, yaitu 
rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam penyelenggaraan 
pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian politik untuk 
menetapkan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu 
warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak 




 Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia kembali 
menjadi perbincangan menarik di penghujung tahun 2018 muncul satu fenomena 
yang menarik untuk dibahas yaitu berkaitan dengan hak pilih orang dengan 
gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu. Fenomena tersebut muncul ketika Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merubah peraturan KPU Nomor 
11 tahun 2018 dengan peraturan KPU Nomor 37 tahun 2018 tentang penyusunan 
daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam 
Peraturan KPU Nomor 37 tahun 2018 yaitu adanya jaminan hak pilih bagi 
penyandang disabilitas mental/orang dengan gangguan jiwa. 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih didalam Negeri dalam penyelenggaraan 
Pemilihan Umum.bahwa: 
                                                             
 
8
 Moh kusnardi,Harmaily ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, cet.V, (Jakarta : Pusat 
Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1993), h. 28. 
 
9
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Bunyi Pasal 4 adalah sebagai berikut : 
10
 
1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus 
terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-
Undang. 
2. Pemilih Sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) Harus Memenuhi Syarat : 
a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan 
suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. 
b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; 
c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
d. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan 
KTP-el. 
e. Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebgaimana dimaksud 
dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang ditertbitkan 
oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan 
sipil setempat;dan 
f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
3. Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebgaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, 
harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, 
ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak 
memilihnya. 
Namun Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 telah mengalami 
perubahan yakni dengan digantikan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 
tepatnya pada pasal 4. Adapun isi bunyi mengenai hak memilih, yaitu: 
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Bunyi Pasal 4 sebagai berikut :
11
 
1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus 
terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-
Undang. 
2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: 
a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari 
pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; 
b. Dihapus  
c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 
pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
d. Berdomisili diwilayah administratif Pemilih yang dibuktikan 
dengan KTP-el 
e. Dalam hal Pemilih yang belum mempunyai KTP-el sebagaimana 
dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan 
yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan 
kependudukan dan catatan sipil setempat; dan 
f. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
3) Dihapus 
4) Warga Negara Indoenesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih, 
ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak 
memilihnya. 
Dalam perubahan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, dihapuskannya syarat pemilih 
sedang terganggu jiwanya/ingatannya. 
Di dalam pemilihan umum terdapat hak memilih dan dipilih adapun yang 
dapat memilih dalam pemilihan umum yang di atur di dalam Undang-Undang 
Nomor 07 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum. 
Bunyi pasal 198, hak memilih  :
12
 
1. Warga Negara  Indonesia  yang pada hari pemungutan suara sudah genap 
berumur 17(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah 
kawin mempunyai hak pilih. 
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar 1 
(Satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. 
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3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak Politiknya oleh 
pengadilan tidak mempunyai hak memilih. 
 Kedudukan hak memilih bagi orang dengan gangguan jiwa atau 
penyandang disabilitas mental baik dalam Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU tidak mengaturnya atau tidak 
memberi batasan hak bagi orang dengan gangguan jiwa untuk ikut serta memilih 
dalam pemilihan umum. 
Berkenaan dengan syarat pemilih dalam pemilihan pemimpin dalam Islam. 
Menurut Imam Al-Mawardi, syarat-syarat pemilih yang paling pokok adalah: (1) 
memiliki integritas moral yang baik, dan (2), memiliki pengetahuan atau 
informasi yang cukup mengenai calon pemimpin yang hendak dipilihnya. Dengan 
dua kualitas pemilih ini diharapkan terpilih seorang pemimpin yang benar-benar 
bertanggung jawab terhadap rakyatnya, mampu memimpin dengan baik, 
mengayomi, melindungi, dan menjamin keamanan dan kesehjahteraan mereka, 
baik lahir maupun batin.
13
 
Pemilihan pemimpin dalam Islam dapat diartikan dengan bai’at. Jadi bai’at 
adalah pilihan rakyat atas imam, bersama dengan kepastian hak dan kewajiban 
timbal balik antar rakyat dan penguasa. Menurut ibnu Khaldun di dalam kitabnya 
menyatakan, bai’at adalah janji untuk taat. Seolah orang yang berbaiat itu berjanji 
kepada pemimpinnya untuk menyerahkan kepadanya segala kebijakan terkait 
urusan dirinya dan kaum muslimin. Tanpa sedikitpun berkeinginan 
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menentangnya. Serta taat pada perintah pemimpin yang dibebankan kepadanya, 
suka maupun tidak suka.
14
   
D. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian ini akan meneliti dan mengkaji hak pilih orang dengan 
gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor  
07  Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2018 ditinjau dari fiqh 
siyasah. 
E. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka 
dapat dibuat beberapa rumusan yang akan menjadi bahasan, yaitu : 
1. Bagaimana hak pilih bagi orang yang terkena gangguan jiwa menurut Undang-
Undang 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 
2018 Tentang Penyusunan Daftar pemilih didalam Negeri dalam 
Penyelenggaran Pemilihan Umum?. 
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah perihal hak pilih orang dengan gangguan jiwa 
(ODGJ) dalam pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 
2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 Tentang 
Penyusunan Daftar pemilih didalam Negeri dalam Penyelenggaran Pemilihan 
Umum?. 
F. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk: 
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1. Untuk mendeskripsikan hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam 
pemilihan umum menurut Undang-Undang 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu 
dan Peraturan KPU . 
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap hak pilih orang dengan 
gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilihan umum. 
G. Signifikansi Penelitian 
Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini 
memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teortis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai khazanah 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum 
tata negara. 
b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, Khususnya 
yang berkaitan dengan hukum Islam di lingkungan akademis perguruan tinggi 
dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam ilmu hukum tata negara. 
c. Untuk menambah refrensi bahan literatur atau pustaka khususnya dalam 
memahami hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin 
yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi. 
b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap 
orang yang ingin memperdalam ilmu hukum tata negara disetiap perguruan 
tinggi di fakultas syariah dan hukum. 
11 
 
c. Diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para 
pihak yang berkaitan perihal hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa 
(ODGJ). 
H. Metode Penelitian 
 Metode adalah cara yang cepat melakukan sesuatu dengan menggunakan 
fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri 
merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk 
memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.
15
 
Menurut kartini kartono, metode penelitian adalah  “cara berfikir dan membuat 




Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka metode penelitian yaitu 
suatu ilmu pengetahuan yang membahas cara-cara yang digunakan dalam 
mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan 
untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber 
data. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang 
mampu menghantarkan penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. 
Adapun metode yang digunakan sebagai berikut : 
1. Jenis penelitian dan sifat Penelitian 
Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 
Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan Literatur 
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16




(Kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian 
terdahulu.
17
 Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku 
dan Undang-Undang yang berkaitan dengan putusan dengan hak pilih orang 
dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pemilu dan pandangan hukum Islam 
terhadapnya. 
Dilihat dari sifatnya, Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk 
penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan 
meneliti bahan pustaka, mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau 
kaidah yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap orang, 
norma yang berlaku itu berupa hukum positif tertulis.
18
 Penelitian ini dilakukan 
atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan 
hukum lain. Penelitian ini mencakup penelitian pada taraf singkronisasi hukum 
secara vertikal dan horizontal sesuai dengan hierarki perundangan-undangan 
maupun undang-undang sederajat yang mengatur bidang yang sama. Dalam 
penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hukum positif yang berlaku di Indonesia 
dan hukum yang mengenai hak pilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam 
pemilihan umum. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan 
oleh orang yang melakukan penelitian. Yang berasal dari : Al-Qur’an, 
                                                             
17
 Susiadi, Metode Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M 
IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 10 
18
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Hadist, buku-buku fiqh, serta undang-undang yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
b. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah 
ada. Yakni data yang dapat menunjang penelitian ini, yang berupa 
Undang-Undang, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, catatan atau laporan 
historis yang berkaitan dengan penelitian ini. 
c. Data Tersier  
Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 




3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 
berbagai data yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum, buku-buku literatur, jurnal-jurnal, makalah surat kabar, 
artikel-artikel ilmiah, karya-karya ilmiah dan peraturan-peraturan perundangan-
perundangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. 
4. Metode Pengolahan Data  
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan 
menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data meliputi 
kegiatan sebagai berikut : 
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a. Editing  
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah 
dikumpulkan Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak 
logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan 
kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan yang 




Koding adalah memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber 
data baik yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits atau buku-buku 
literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
21
 
c. Rekontruksi Data  
Rekontraksi Data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, 
logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. 
d. Sistemasi Data 
Sistemasi Data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika 
bahasan berdasarkan urutan masalah.
22
 
5. Analisis Data 
 Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan 
lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam 
kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih satu sama lain, efektif 
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sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil    analisis. 
Kompensif artinya analis is data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai 
dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang tertinggal, 
semuanya masuk dalam analisis dengan menggunakan metode deskriptif-
analisis, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisa data yang diteliti 
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A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Kata fiqh berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan. Secara bahasa 
pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”.  Imam al-Tarmidzi, 
seperti dikutip Amir Syarifudiin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti 
mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.
24
 Secara terminologis 
fiqh adalah pengetahuan tentang hukumm-hukum yang sesuai dengan 
syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang 
fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil 
dari dasar-dasarnya, al-Qur’an dan Sunnah).
25
 
Kata siyasah  yang berasal dari sasa, berarti mengatur, mengurus 
dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. 
Pengertian kebahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 
mnegatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang 
bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Siyasah menurut bahasa adalah 
mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, 
memimpin membuat kebiijaksanaan pemerintah dan politik. Didalam buku 
fiqh siyasah karangan Muhammad Iqbal yang mengutip pendapat Abdul 
Wahhab Khallaf bahwa secara terminologis siyasah ialah “pengaturan 
perundang-undangan yang diciptakan untuk memilihara ketertiban, 
kemashalatan serta mengatur keadaan”, berdasarkan penjelasan diatas 
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dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum 
Islam yang membicarakan pengaturan dan kepengurusan kehidupan 




Ruang Lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi 3 bagian:
27
 
a. Siyasah Dusturiyah (Politik Pembuatan Perundang-Undangan). 
b. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah (Politik Luar Negeri). 
c. Siyasah harbiyyah (Politik Keuangan dan Moneter). 
Sehingga dalam pembahasan skripsi ini Fiqh Siyasah Dusturiyyah 
akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Fiqh Siyasah Dusturiyah 
adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan 
negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi 
(Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan 
dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-
undang). Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting 
dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga 
membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal 




Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan 
antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta 
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kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena 
itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas 
pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal 
kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 
realisasi kemashalatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
29
  
Dalam Kajian Fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif 
disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri‟iyah, yaitu kekuasaan pemerintah 
Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak 
seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat 
Islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-
tasri‟iyah digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau 
kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, 
disamping kekuasaan eksekutif (al -sulthah al-tanfidziyah), dan kekuasaan 
yudikatif (al-sulthah al-qadha‟iyah), dalam konteks ini, kekuasaan 
legislatif (al-sulthah al-tasri‟iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan 
pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan 
dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah 
diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.
30
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a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum 
yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. 
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan. 
c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari’at Islam. 
Jadi, dengan kata lain, dalam al-sulthah al-tasri‟iyah pemerintah 
melakukan tugas siyasah syar‟iyahnya untuk membentuk suatu hukum 
yang akan diberlakukan di dalam masyarakatnya Islam demi 
kemashlahatan umat Islam, sesuai dengan sesuai semangat ajaran Islam. 
B. Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah 
Di dalam sistem politik umat Islam di masa klasik, sirkulasi 
kekuasaan tidak ditentukan oleh Pemilu dengan prosedur-prosedur yang 
ketat. Prinsip yang disediakan dalam doktrin Islam adalah syura 
(musyawarah). Kata (syura) berasal dari sya-wa-ra yang secara etimologis 
berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.
32
 Sejalan dengan pengertian 
ini, kata syura atau dalam bahasa indonesia menjadi “musyawarah’’ 
mengandung makna segala seseuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan 
dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. 
Sebagaimana firman Allah Swt Qs. Al-Syura (42) ayat 38 : 
                         
          
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Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) 
dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian 
dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Qs. Al-Syura (42) : 38). 
Dan Firman Allah Qs. Al-Imran (3) ayat 159 : 
                       
                          
              
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu.  kemudian apabila kamu telah membulatkan 
tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Al-Imran (3) : 159). 
  Ayat ini Allah memberi perintah pada Nabi untuk bermusyawarah 
agar bisa mendapatkan pandangan yang berbeda dari ide dan solusi dari 
orang lain, musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang 
matang dan tidak tergesa-gesa, Hubungan ayat ini dengan  judul yaitu 
pentingnya bermusyawarah dalam membuat suatu peraturan atau Undang-
Undang (Urusan Politik). 
Syura merupakan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
yang digunakan sebagai prinsip yang harus di tegakkan di muka bumi ini. 
Syura adalah prinsip yang menegaskan bahwa sirkulasi kekuasaan dapat 
dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, lembaga permusyawaratan 
21 
 
yang perlu dibentuk, cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan 
putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya diserahkan 
kepada kelompok manusia bersangkutan untuk mengaturnya. Jadi sebagai 
prinsip, musyawarah adalah syariat. Pemahamannya termasuk bidang fiqh 
pengaturannya termasuk siyasah syar’iyyah.
33
 
 Dalam Praktiknya Nabi Muhammad Saw sering bermusyawarah 
dengan sahabat-sahabat dalam banyak hal. Karena itulah, dalam praktik 
politik umat Islam, musyawarah yang telah menjadi prinsip dalam 
bernegara diejawantahkan oleh para sahabatnya. Ada tiga periode besar 
dalam sejararah politik umat Islam. Periode pertama adalah periode 
sirkulasi kekuasaaan para Khulafa’ al-Rasyidin. Sejak Khalifah Abu Bakar 
hingga  Khalifah Ali bin Thalib, sirkulasi kekuasaan dilaksanakan secara 
bermusyawarah, meskipun tidak menggunakan sistem Pemilu seperti apa 
yang sekarang ini di praktikan. Pemilihan Khalifah Abu Bakar dalam 
sejarahnya dilakukan oleh golongan Anshor di pertemuan Safiqah Bani 
Sa’idah. Khalifah Umar, Ustman, dan Ali juga dipilih berdasarkan 
musyawarah para sahabat besar (kibar al sahabat). Mereka adalah tokoh-
tokoh yang dapat mewakili dan mendapat kepercayaan dari umumnya 
kaum muslimin. Mereka dalam bahasa al-Mawardi adalah Ahlu al-ihtiyar, 
ahlu al-syura. 
Periode Kedua adalah sirkulasi kekuasaan yang turun-menurun  
dalam sistem kerajaan Islam. Periode ini diejawantahkan dalam sistem 
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pemerintahan Bani Umayyah, Abassiyah, dan Utsmaniyyah. Periode 
ketiga adalah sirkulasi kekuasaan di zaman sekarang yang beragam karena 
ada negara yang berbentuk kerajaan dan republik. 
 Berdasarkan pengalaman sejarah politik umat Islam dimasa klasik, 
tidak ada prinsip yang menegaskan bahwa pemilihan Kepala Negara 
secara buku dalam satu sistem ,melainkan diberikan kewenangan kepada 
masyarakat Islam di zamannya untuk mengembangkan sistem pemilihan 




 Pemilihan pemimpin dalam Islam dapat diartikan dengan bai’at. 
Jadi bai’at adalah pilihan rakyat atas imam, bersama dengan kepastian hak 
dan kewajiban timbal balik antar rakyat dan penguasa. Menurut ibnu 
Khaldun di dalam kitabnya menyatakan, bai’at adalah janji untuk taat. 
Seolah orang yang berbaiat itu berjanji kepada pemimpinnya untuk 
menyerahkan kepadanya segala kebijakan terkait urusan dirinya dan kaum 
muslimin. Tanpa sedikitpun berkeinginan menentangnya. Serta taat pada 
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 Sebagaimana Firman Allah Qs. An. Nisa’ (4) ayat 59: 
                        
                          
            
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya.(Qs. An. Nisa’ (4) : 59. 
 Abu ja’far al-Thabari mengomentari ayat ini, “pendapat yang 
paling utama dan benar dalam hal ini, mereka yaitu para pemimpin yang 
kepada Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan mashlahat. 
Imam Abu Bakar bin al-Arabi berkata “pendapat yang benar menurutku, 
mereka adalah adalah para pemimpin dan ulama. Adapun para pemimpin, 
dikarenakan sumber urusan hukum berasal dari mereka, sedangkan ulama 
karena pada mereka hukumnya wajib atas makhluk. Jawaban mereka 
mengikat dan menunaikan fatwa mereka wajib.
36
 
 Sedangkan menurut ijma’ ulama kewajiban mengangkat pemimpin 
adalah : 
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1. Imam Al-Mawardi menyatakan pemimpin dibutuhkan untuk 




2. An-Nawawi menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwasanya 
wajib atas kaum muslimin memilih dan mengangkat pemimpin. 
3. Ibnu Khaldun lebih tegas mengatakan bahwa menegakkan imamah 
hukumnya wajib. Kewajiban tersebut telah diketahui dalam syari’at 
serta konsensus para sahabat dan tabi’in.  
 Mekanisme pemilihan pemimpin dalam sejarah umat Islam tidak 
disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, Nabi 
Muhammad Shalallaahu „alayhi wa sallam tidak pernah menunjuk atau 
memberikan mandat untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin. 
Sehingga mekanisme pemilihan pemimpin setelah beliau wafat 
dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda. berikut beberapa mekanisme 
dalam mengangkat pemimpin: 
a) Pemilihan dengan Bai‟at Ahlul Halli Wal Aqdi 
  Pemilihan dengan cara  memilih seorang yang di anggap 
memenuhi syarat sebagai calon pemimpin atau yang lebih dikenal dengan 
Bai‟at Ahlul Halli Wal Aqdi. Ulama berbeda pendapat soal jumlah 
minimum Ahlul Halli Wal Aqdi. 
  Pendapat pertama mengatakan bahwa seseorang dapat diangkat 
secara sah sebagai pemimpin apabila suara Ahlul Halli Wal Aqdi seluruh 
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negeri pada pengangkatan tersebut adalah suara mayoritas. Suara 
mayoritas dari Ahlul Halli Wal Aqdi ini menandakan adanya penerimaan 
secara tulus dan pengakuan secara umum atas kepemimpinan pemimpin. 
 Pendapat kedua mengatakan bahwa jumlah Ahlu Halli Wal Aqdi 
yang dapat mengesahkan seorang pemimpin minimal 5 (lima) orang yang 
sepakat, atau satu (1) orang membaiat lalu disetujui oleh empat (4) orang 
lainnya. Alasan pertama, merujuk pada pengangkatan Abu Bakar sebagai 
pemimpin utuk menggantikan Rasulullaah Shalallaahu „alayhi wa sallam. 
Ketika itu baiat Abu Bakar dilakukan oleh lima (5) orang sahabat yaitu: 
Umar bin Khaththab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudhair, Basyar 
bin Sa’ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah. Alasan kedua, yaitu 
pengangkatan Utsman bin Affan sebagai pemimpin dimana sebelum 
meninggal Umar bin Khathab membentuk syuro di dalam Ahlu Halli Wal 
Aqdi sebanyak enam (6) supaya memilih salah satu dari enam orang 
sahabat tersebut. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha dan mutakallimin 
dari Bashra. 
 Pendapat ketiga mengatakan bahwa baiat pemimpin bisa dilakukan 
hanya satu (1) orang Ahlu Halli Wal Aqdi. Landasan pendapat ini adalah 
ketika Abbas bin Abdul Muthalib mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib 
ketika membaiatnya sebagai pemimpin: “bentangkan tanganmu, aku 
membaiatmu” dan ketika itu umat Islam secara umum menerima bai‟at 




 Terjadinya beberapa ikhtilaf di kalangan ulama tersebut 
menandakan bahwa tidak ada parameter yang baku dalam menentukan 
berapa jumlah Ahlu Halli Wal Aqdi untuk dapat mengesahkan 
pengangkatan pemimpin. Jumlah Ahlu Halli Wal Aqdi bukanlah sebuah 
perhitungan yang baku, namun pemilihan tersebut dipengaruhi oleh 
kondisi pemerintahan yang ada saat itu. Hal ini jelas tercermin dalam 
pengangkatan para Khulafur Arrasyiddin dimana mereka memiliki sistem 
baiat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada.
38
 
b) Pemilihan dengan Cara Wilayah al-„Ahd atau Istikhlaf (Penyerahan 
Mandat dari Pemimpin Sebelumnya) 
 Mekanisme penyerahan mandat ataupun tonggak kepemimpinan 
dari suatu pemimpin ke pemimpin berikutnya merupakan sebuah 
mekanisme yang diperbolehkan dalam Islam ketika mengangkat 
pemimpin.
39
  Pengangkatan ini juga sering disebut dengan penunjukan 
atau wasiat seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menunjuk Umar 
bin Khaththab sebagai penggantinya di kemudian hari. Hal yang menarik 
dari penunjukan Abu Bakar kepada Umar adalah ketika beliau 
mengatakan: “Sesungguhnya aku tidak melakukan penunjukan ini kecuali 
semata-mata karena kebaikan yang aku inginkan. Ya Allah, sesungguhnya 
aku tidak menginginkan semua itu kecuali kebaikan bagi mereka 
semuanya (rakyat), dan aku sangat takut terjadi fitnah di tengah-tengah 
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mereka”. Pengangakatan pemimpin dengan penyerahan mandat 
merupakan salah satu cara yang disepakati ulama sebagai cara yuridis.
40
 
c) Pemilihan dengan Cara Kudeta  
 Pada prinsipnya, mekanisme ini termasuk mekanisme yang tidak 
disyariatkan, bahkan dilarang dalam hal pengangkatan seorang pemimpin. 
Makanya, tidak boleh ditempuh melainkan dalam kondisi-kondisi darurat 
demi kemashlahatan kaum muslimin. Adapun yang dimaksud dari kudeta 
itu sendiri adalah suatu cara penggulingan kekuasaan atau pengambilalihan 
kekuasaan secara paksa dari tangan pemimpin dan dapat dilakukan oleh 
golongan tertentu baik militer atau tentara maupun sipil serta dilakukan 
secara keras karena ada unsur paksaan. 
 Para fuqaha berpendapat, kepemimpinan dianggap sah melalui 
mekanisme ini, walaupun orang yang naik sebagai pemimpin setelah 
melakukan kudeta tidak terpenuhi padanya syarat-syarat seorang muslim, 
seperti jahil atau fasik, selama ia adalah seorang muslim.  
 Jika pemimpin meninggal karena proses kudeta, lalu naik ke 
puncak kepemimpinan seorang pengganti yang terpenuhi padanya syarat-
syarat kepemimpinan  melalui proses penunjukan dan tidak pula bai’at, 
serta memimpin manusia melalui kekuatan militernya, di anggap sah 
kepemimpinannya, dan wajib mentaatinya. Adapun jika tidak terpenuhi 
padanya syarat-syarat bagi seorang pemimpin, seperti ia orang jahil atau 
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fasik. Kepemimpinannya tetap dianggap sah.
41
 Alasan para fuqaha 
menyatakan hal tersebut karena seandainya dikatakan tidak sah maka 
dikhawatirkan terjadinya pertumpahan darah yang lebih dahsyat dari kedua 
belah pihak yaitu yang dikudeta dan yang mengkudeta. 
 Agar kepemimpinan yang direbut dengan cara kudeta dapat diakui 
dan sah secara hukum Islam maka para ahli tata negara Islam menyatakan 
bahwa hal tersebut harus diperkuat dengan dua yaitu unsur waqi dan unsur 
syar‟i. Unsur waqi dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang dimiliki 
oleh pemimpin yang merebut kekuasaan dengan cara kudeta. Dengan 
kekuatan tersebut dia dapat menguasai semua wilayah yang masuk dalam 
kepemimpinannya. Yang kedua adalah unsur syar‟i yaitu adanya 
pengakuan dari masyarakat terkait dengan kepemimpinan itu sendiri. 
 Sejarah Islam, diceritakan  bahwa kudeta pemimpin pernah terjadi, 
seperti apa yang dilakukan Abdullah bin Zubeir. Beliau sebagai tokoh 
ulama di zamannya telah melakukan gerakan kudeta pemimpin yang saat 
itu memeritah dengan zalim dan kejam, Al-Hajjaj bin Yusuf. 
d) Pemilihan dengan Cara Monarki (Turun Temurun) 
 Pengangkatan pemimpin melalui sistem monarki dimulai ketika 
Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia 
terhadap anaknya Yazid. Muawiyah telah mengubah model kekuasaan 
dengan model kerajaan, kepemimpinan diberikan pada putra mahkota.
42
 
                                                             
41
 Ibid, h. 57 
42
 “Dinasti Umayyah, Pemerintahan Monarki Pertama dalam Islam” (On-line), tersedia di 
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/12/m8jlui-dinasti-umayyah-
pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-4. (20 April 2020) 
29 
 
C. Hak Politik Warga Negara 
 Terdapat beberapa pendapat dari ahli politik tentang hak-hak 
politik. Menurut Al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik 
yang diakui dalam Islam, yaitu:
43
 
1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, 
 keyakinan. Hal ini lanjut Maududi, meliputi hak kebebasan untuk
 mengkritik pemerintah dan pejabatnya, termasuk kepala negara. 
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul. 
3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara. 
 
4. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara. 
5. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua atau 
anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR). 
6. Hak untuk memberikan suara dalam pemilu. 
  Dengan rincian yang agak sedikit berbeda, Abd- al-Karim  Zaidan 
juga mengemukakan enam macam hak politik yang bisa dinikmati oleh 
rakyat/warga negara sebuah komunitas Islam. Keenam hak politik yang 
dimaksud itu adalah sebagai berikut:
44
 
1. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara, baik langsung 
maupun melalui perwakilan, 
2. Hak musyawarah/hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan 
ide, saran, dan kritik yang konstruktif kepada para penyelenggara 
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negara terpillih, utamanya kepala negara, agar tidak melakukan hal-
hal yang membahayakan umat/rakyat, 
3. Hak pengawasan/hak untuk mengontrol dan meluruskan 
penyimpangan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, 
4. Hak memecat atau mencopot kepala negara dari jabatannya bila 
tidak dapat menjalankan dengan baik tugas yang di amanatkan 
umat/rakyat kepadanya, 
5. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan kepala negara/presiden, 
dan 
6. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan. 
 Mengenai hak politik yang terakhir, yakni hak untuk menduduki 
jabatan-jabatan umum tertentu dalam pemerintahan Abd al-karim Zaidan 
berkomentar, siapa saja yang memiliki keahlian punya hak untuk duduk 
dalam jabatan- jabatan umum permerintahan. Siapapun yang cocok, mesti 
ditunjuk tanpa memandang ada atau tidaknya hubungan kekerabatan dan 
atau yang lainnya. Bila dalam proses pengangkatan tersebut terdapat 
unsur-unsur kolusi dan nepotisme, pelakunya dipandang telah melakukan 
pengkhianatan dan menghacurkan amanat yang dipercayakan kepadanya, 
yang antara lain menuntutnya melimpahkan jabatan-jabatan kenegaraan 





D. Kemampuan, Macam-macam dan Faktor Penghapusan Hak Politik 
dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Kemampuan Keahlian (Ahliyah) 
 Dari segi etimologi ahliyah berarti yaitu “kecakapan menangani 
suatu urusan”, semisalnya seseorang dikatakan ahli untuk menduduki 
suatu jabatan/posisi, berarti dia mempunyai kemampuan untuk itu.
32 
Secara istilah, para ahli ushul fiqh mendefinisikan ahliyah dengan  
“Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan oleh syar‟i untuk 
menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara”. 
Maksudnya, ahliyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu 
telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat 
dinilai oleh syara. Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia 
dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi 
yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau transaksi 
yang bersifat menerima hak dari orang lain. 
Melalui definisi di atas ini dipahami bahwa ahliyah merupakan 
sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani dan 
akalnya sehingga semua perbuatannya dapat dikenai taklif.
 
2. Macam-macam Kemampuan (Ahliyah) 
 
Ulama ushul membagi keahlian ini kepada dua bagian. 
a) Ahliyah al-Wujub, yakni kelayakan seseorang untuk ada padanya 
hak dan kewajiban. Dasar dari ahliyah ini adalah sebab-sebab 
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khusus yang dijadikan Allah pada manusia. Sebab khusus itu oleh 
para fuqaha disebut al-zimmah, yaitu sifat firiyah insaniyah yang 
ada pada setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, janin atau 
anak-anak, mumayyiz atau baligh, pintar atau bodoh, waras atau 
gila, dan sakit atau sehat.
45
Pokoknya, selama ia disebut 
manusia,selama itu pulalah keahlian itu ada padanya. Dengan kata 
lain, keahlian wujud adalah kemanusiaanya itu sendiri. Tidak ada 
manusia yang tidak memiliki ahliyyah al-wujub, karena ahliyyah 
al- wujûb adalah sifat kemanusiaannya. Para ahli ushul fikih 
membagi ahliyyah al- wujûb kepada dua bagian, yaitu:  
(1) Ahliyyah al-wujub al-naqishah 
 
Atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu 
kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak 
menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban 
tetapi tidak pantas menerima hak.
46
 Sifat lemah pada kecakapan 
ini disebabkan oleh karena hanya salah satu kecakapan pada 
dirinya diantara dua kecakapan yang harus ada padanya. 
Contoh kecakapan untuk menerima hak, tetapi tidak untuk 
menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi 
atau janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti 
warisan dan wasiat meskipun ia belum lahir. Realisasi dari hak 
itu berlaku setelah ternyata ia lahir dalam keadaan hidup. Bayi 
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 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) h. 192. 
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dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa pun, karena 
secara jelas ia belum bernama manusia. 
Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak 
cakap menerima hak adalah orang yang meninggal dunia tetapi 
masih meninggalkan hutang. Dengan kematiannya itu ia tidak 
akan mendapatkan hak apa pun lagi, karena hak hanyalah untuk 
menusia yang hidup. Tetapi ia tetap dikenai kewajiban untuk 
membayar hutang yang dibuatnya semasa ia masih hidup. 
Kewajiban itu tentunya yang menyangkut harta benda yang 
dapat dilakukan oleh orang lain 
(2) Ahliyyah al-wujub al-kamilah 
 
Atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu 
kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk 
menerima hak.
47
 Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini 
karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. 
Kecakapan ini dimiliki oleh setiap orang sejak dilahirkan. Yakni 
sejak usia kanak-kanak, usia mumayyiz, sampai sesudah usia 
baligh (dewasa), dalam keadaan dan kondisi lingkungan yang 
bagaimanapun. 
Contoh ahliyyah al-wujub al-kamilah adalah anak yang 
baru lahir, disamping ia berhak secara pasti menerima warisan 
dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban 
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seperti zakat fitrah yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang 
tua atau walinya. Demikian pula orang yang sedang berada di 
ujung kematian (sakarat almaut). Disamping ia berhak 
menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya yang 
lebih dulu meninggal, ia juga dibebani kewajiban zakat atas 
hartanya yang telah memenuhi syarat untuk dizakatkan. 
b) Ahliyah al Ada‟, yaitu kelayakan seorang mukallaf untuk 
dianggap sah segala ucapan dan tindakannya menurut syara‟. 
Artinya, apabila itu seseorang mukalaf melakukan suatu tindakan, 
tindakan itu dianggap sah menurut syara‟ dan mempunyai 
konsekuensi hukum.
48
 Misalnya, bila ia mengadakan transaksi 
bisnis, tindakannya itu dipandang sah dan ada konsekuensi 
hukumnya. Bila ia melakukan shalat, puasa atau melaksanakan 
kewajiban-kewajiban lainnya, perbuatannya dianggap sah oleh 
syara “bila cukup rukun dan syaratnya dan menggugurkan 
kewajiban mukallaf tersebut”. Begitu juga bila ia melakukan 
pelanggaran terhadap orang lain, ia akan dikenai sanksi hukum  
pidana, baik pidana badan maupun harta. Pokoknya, ahliyah al-
ada‟  adalah soal pertanggungjawaban yang didasarkan oleh akal 
atau kecakapan pribadi. 
 Kecakapan berbuat hukum atau ahliyyah al-adâ‟ terdiri 
dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur 
                                                             
 48 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, h. 152 
35 
 
seorang manusia. Ketiga tingkat itu adalah: 
(1) Adim Al-Ahliyyah (tidak memiliki kecakapan) 
 
Adapun yang dimaksud dengan adim al-ahliyyah yaitu 
seseorang yang sama sekali tidak memiliki kecakapan bertindak 
secara hukum.
49
 Mereka ini adalah yang berusia antara nol sampai 
mencapai umur tamyiz sekitar umur tujuh tahun. Pada usia ini 
seorang anak belum sempurna akalnya atau belum berakal, 
sedangkan taklif dikaitkan kepada sifat berakal. Karena itu anak 
semumur ini belum disebut mukallaf atau belum dituntut 
melaksanakan hukum. Selain anak kecil, keadaan ini juga dimiliki 
oleh orang yang gila sebab akalnya juga tidak sempurna. 
Keduanya tidak dapat menimbulkan akibat hukum dalam ucapan 
maupun perbuatannya, akad dan pengelolaannya batal. 
(2) Ahliyyah Al-Ada‟ Al-Nâqishah (kecakapan bertindak tidak 
sempurna) 
Ahliyyah Al-Ada‟ Al-Nâqishah adalah seseorang yang sudah 
mencapai umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. 
Penamaan naqishah (lemah) dalam bentuk ini oleh karena 
akalnya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas 
umur ini dalam hubungannya dengan hukum, sebagian 
tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai 
hukum. Mereka juga belum dipandang mukallaf, namun semua 
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perbuatan ibadahnya dipandang sah. 
Adapun semua perbuatannya yang pasti menguntungkan 
baginya dipandang sah, meskipun tanpa persetujuan dari walinya, 
seperti menerima hibah dan wasiat. Sebaliknya semua 
perbuatannya yang pasti merugikan baginya, dipandang batal 
demi hukum, seperti memberi hibah dan berwasiat. Akan tetapi, 
jika ia melakukan transaksi atau akad yang berpeluang 
menimbulkan keuntungan atau kerugian, misalnya melakukan 
jual beli, maka keabsahan tindakannya itu tergantung pada 
persetujuan walinya. 
(3) Ahliyyah Al-Ada‟ Al-Kamilah (kecakapan bertindak secara 
sempurna) 
Yang dimaksud dengan ahliyyah al-adâ‟ al-kâmilah yaitu 
seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yaitu yang 




Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa yang menjadi 
ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki ahliyyah al-
adâ‟ adalah aqil, baligh dan cerdas. Hal ini sesuai dengan firman 
Allah dalam Qs. An.Nisa’ (3) ayat 6:  
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                      
                           
Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur 
untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 
cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada 
mereka harta- hartanya.( Qs. An.Nisa’(4) : 6. 
Menurut para ulama ushul fikih, kalimat “cukup umur” dalam 
ayat ini menunjukkan seseorang yang telah bermimpi dengan 
mengeluarkan  mani  untuk  pria  dan  haid  untuk  wanita. Orang 
yang seperti ini telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan 
hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara‟ dapat ia 
pikirkan sebaik-baiknya dan dapat dapat ia laksanakan secara 
benar. Apabila perintah itu tidak ia laksanakan dan larangan tetap 
ia langgar, maka ia bertanggungjawab baik di dunia maupun di 
akhirat. 
Dari penjelasan tentang ahliyyah al-wujub dan ahliyyah al- 
ada‟ di atas dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki 
kecakapan secara hukum untuk dikenakan kewajiban dan diberi 
hak (ahl li al-wujub), tetapi tidak semua manusia dipandang 
cakap untuk bertindak secara hukum (ahl li al-ada‟). Seseorang 
baru dipandang cakap bertindak secara hukum, apabila ia telah 
mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnya serta tidak 
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ditemukan cacat atau kurang pada akalnya. Dalam keadaan seperti 
ini barulah seseorang dapat disebut sebagai mukallaf. 
3. Sebab-sebab Hilangnya Keahlian (Awarid Ahliyah) 
Meskipun sejak lahirnya, seseorang telah memiliki kecakapan 
menerima kewajiban dan hak (ahl li al-wujub), dan sejak dewasa dari 
segi usia dan akalnya, memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum 
(ahl li al-ada), namun terkadang pada waktu tertentu terdapat faktor-
faktor yang menghalanginya untuk dapat dipandang cakap bertindak 
secara hukum. 
Faktor-faktor penghalang tersebut ada yang berasal dari dalam 
dirinya, dan ada pula yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor 
penghalang itu disebut dengan istilah awarid al-ahliyah (penegasi- 
penegasi kecakapan) atau mawani at-taklif (penghalang- penghalang 
taklif). 
Faktor-faktor penghalang taklif itu dapat dibagi menjadi dua 
bagian, yaitu: al-awaridh as-samawiyyah dan al-awaridh al-muktasabah. 
a) Al-awaridh as-samawiyyah 
Adapun yang dimaksud dengan al-awaridh as-samawiyyah ialah, 
halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari luar diri 
seseorang yang bukan merupakan akibat dari kehendak dan 
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(1) Gila (al-junun) 
Keadaan gila ialah, hilangnya akal untuk 
mempertimbangkan suatu tindakan logis. Gila menghalangi 
seseorang untuk berbicara dan bertindak wajar. Keadaan gila 
pada diri seseorang dapat dibedakan dari segi waktu, yaitu 
sebagai berikut: 
(a) Gila yang berlangsung dalam waktu yang lama dan 
berkelanjutan (al-junun al-muabbad). Keadaan gila ini 
menghilangkan kewajiban dalam ibadah yang bersifat fisik, 
seperti sholat dan puasa. 
(b) Gila yang berlangsung sementara dan tidak berkelanjutan (al-
junun al-muaqqaf). Keadaan gila ini tidak menghalangi beban 
taklif. 
ثَىَا يَِزيُد ْبُه هَاُروَن أَْخبََروَا  ثَىَا ُعْثَماُن ْبُه أَبِي َشْيبَةَ َحدَّ َحدَّ
اٍد َعْه إِْبَراِهيَم َعْه اْْلَْسَىِد َعْه  اُد ْبُه َسلََمةَ َعْه َحمَّ َحمَّ
ُ َعْىهَا أَنَّ َرُسى ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعائَِشةَ َرِضَي َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ َل َّللاَّ
قَاَل ُرفَِع اْلقَلَُم َعْه ثَََلثٍَة َعْه الىَّائِِم َحتَّى يَْستَْيقِظَ َوَعْه 
بِيِّ َحتَّى يَْكبُرَ   اْلُمْبتَلَى َحتَّى يَبَْرأَ َوَعْه الصَّ
Artinya : “ Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah 
berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari 
Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu 
diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang 
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gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig“.
52
 
(2) Lemah Akal  (al-„atah) 
Yaitu Kelemahan dalam akal sehingga meracau omongannya, 
kadang seperti omongan orang yang sehat, kadang seperti omongan 
orang yang gila dan begitu pula urusan-urasan yang lain. Hukum orang 
yang ma‟tuh (kurang akal) sama dengan anak kecil dalam masa tamyiz 
dalam seluruh urusannya. 
(3) Kelupaan (An-Nis-yan) 
Yaitu tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu 
diperlukan. Ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat akan beban 
hukum yang dipikulnya. Adapun hak-hak yang menyangkut lupa ini 
berbagi menjadi dua, yaitu hak-hak Allah dan hak-hak manusia atau 
hamba. Hukum lupa berkaitan dengan kadua hak itu tidaklah sama. 
Dalam menyangkut hak manusia, hak tidak gugur karena lupa. Dengan 
kata lain, lupa tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindarkan diri dari 
suatu hak. 
(4) Tidur 
Yaitu halangan taklif  bersifat temporer yang dalam waktu itu 
seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum. Keadaan orang tidur 
sama dengan keadaan orang jahil yang tidak punya kehendak dan tidak 
punya kesadaran. Oleh karena itu tertidur termasuk salah satu sebab 
diantara sebab-sebab tuntutan hukum sejauh  yang menyangkut hak 
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Yaitu halangan yang mencegah pemahaman khitob lebih banyak 
daripada pencegahan tidur terhadapnya, maka berlakulah padanya apa 
yang berlaku dalam keadaan tidur karena ia lebih banyak daripadanya, 
menjadikan membatalkan wudhu dalam keadaan bahkan dalam sholat. 
(6) Penyakit 
Penyakit tidak bertentangan dengan ahliyah hukum dan ibadah, 
karena tidak ada kekurangan dalam tanggungjawab, akal dan ucapan. 
Karna itu mengandung kelemahan disyariatkanlah ibadah menurut kadar 
kemampuannya. 
(7) Haid dan Nifas 
Haid dan Nifas ini tidak menggugurkan ahliyah kewajiban maupun 
penunaian. Tetapi ditetapkan bahwa bersuci merupakan syarat dari 
sahnya sholat dan puasa, maka tidak mungkin menunaikan keduanya. 
Tidak berlaku qadha sembahyang, karena mengandung kesempitan 
berlainan dengan puasa dan karna adanya larangan menunaikan puasa 
dalam keadaan haid dan nifas. Karena mustahil bahwa satu hal dari satu 
segi dilarang dan diwajibkan penunaiannya, sedangkan qodho diwajibkan 
karena adanya sebab yaitu penyaksian bulan. 
(8) Kematian 
 
Kematian menggugurkan hukum-hukum dunia taklif seperti  zakat, 
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puasa dan haji dan lain-lainya, dan tinggallah dosa kewajiban yang disia- 
siakannya.
54
 Bila sebelum mati ada kewajiban berupa hak orang lain 
yang bersangkutan dengannya dalam bentuk meteri maka hak itu tetap 
berlaku selama materi itu masih ada. Seperti amanat, titipan, barang 
rampasan, dan barang yang dibeli belum dibayar. Yang dimaksud dengan 
kewajiban disini adalah kembalinya hak tersebut kepada pemiliknya. Ini 
harus berlaku meskipun yang berkewajiban sudah mati. Adapun bila 
orang yang mati mempunyai hutang dan meninggalkan harta maka wajib 
dibayar, dan orang yang mati mempunyai hutang dan tidak meninggalkan 
harta maka gugurlah tuntutan terhadap orang mati itu. Dalam hal ini 
menurut Abu Yusuf  dan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani dan Imam 
Mujtahid berpendapat bahwa jaminan yang diberikan sesudah kematian 
adalah sah, karena orang mati bebas dari kewajiban membayar hutang. 
Karnanya ia dituntut menyelesaikan hutangnya bila ada hartanya. Bila 
ada penjamin untuk membayar hutang maka pihak berpiutang boleh 
mengambil. 
b) Al-awaridh al-muktasabah 
Adapun yang dimaksud dengan al-mawaridh al-muktasabah ialah 
halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri 
seseorang yang merupakan akibat dari kehendak dan perbuatannya. 
Halangan ini terdiri atas beberapa macam, diantaranya sebagai berikut: 
 
                                                             




Yaitu tertutupnya akal disebabkan oleh meminum atau memakan 
sesuatu yang memengaruhi daya akal, baik dalam bentuk cairan atau 
bukan. Mabuk menyebabkan pembicaraan tidak menentu seperti igauan 
orang tidur dan secara fisik ia sehat.
55 
(2)  Safih (bodoh) 
Yaitu kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan 
ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendakai oleh akal 
yang sehat. Safih tidak meniadakan sesuatu pun dari hukum syara‟. 
Terhadapnya berlaku tuntutan syara‟, baik yang berhadapan dengan hak- 
hak Allah maupun yang berhadapan dengan hak-hak hamba karena ia 
mukallaf secara penuh. Apabila ia mengerjakan suatu kejahatan, ia 
dikenai oleh sanksi hukum sebagaimana yang berlaku terhadap orang 
yang tidak safih dengan tidak kurang sedikitpun. Safih dapat 
perlindungan syara‟ atas hartanya dari kerusakan hanya karena 
kelemahan pada dirinya. 
Apabila sifat safih mengiringi kedewasaannya, ia dihalangi bertindak 
atas hartanya. Dalam hal ini para ulama bersepakat. Dasarnya adalah 
Firman Allah dalam Qs. An-Nisa (4) ayat 5 yang artinya
 
: 
                          
             
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Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan 
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 
yang baik. (Qs. An.Nisa’ (4) : 5). 
(3) Jahil terbagi menjadi dua bentuk, Yaitu: 
(a) Pengetahuan bersifat umum yang tidak mungkin seseorang 
mengatakan ketidaktahuannya, kecuali orang yang akalnya tidak 
memungkinkan untuk mengetahuinya; seperti shalat lima waktu, 
puasa Rhamadhan, ibadah haji dan zakat. 
(b) Pengetahuan secara khusus yaitu menyangkut furu‟ ibadat atau 
pengetahuan yang tidak mungkin dicapai kecuali oleh orang-
orang yang secara khusus mempelajarinya atau ulama.
56
 
(4) Perjalanan (safar) 
Perjalanan  tidaklah  menyalahi   ahliyah  hukum,  akan  tetapi  As- 
Syar‟i menjadikannya sebab keringanan. Maka disyariatkan shalat dua 
rokaat dan diijinkan dalam perjalanan meninggalkan puasa. Walaupun 
perjalanan baru dimulai ia boleh berbuka atau berpuasa, tapi jika berbuka 
ia tidak perlu membayar khafarah karena kemungkinan timbulnya 
syubhat. Ditetapkannya qashar atas empat rokaat dengan sekedar 
memulai perjalanan bukan diharuskan sesudah menempuh perjalanan, 
karena perjalanan dianggap terwujud setelah berjalan selama tiga hari 
tiga malam atau jarak yang sama dengan itu.57 
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(5) Tersalah (khatha‟) 
Yaitu menyengaja melakukan suatu perbuatan pada tempat yang 
dituju   oleh   suatu   kejahatan.   Umpamanya seseorang  berkumur-
kumur dalam keadaan sedang berpuasa, dan tanpa sengaja air masuk 
kedalam perutnya. 
(6) Terpaksa/ Paksaan (Ikroh) 
Ialah menghendaki seseorang melakukan tindakan yang 
bertentangan dengan keinginannya.
58
Atau menyuruh orang lain berbuat 
sesuatu yang tidak desenanginya baik perkataan maupun perbuatan, 
sehingga andaikata ia dibiarkan niscaya tidaklah dilakukannya. Dalam 
hukum terdapat dua kata yaitu ikhtiar dan ridho, yang dimaksud dengan 
ikhtiar yaitu mengutamakan pelaksanaan suatu perbuatan dari pada 
meninggalkannya dan ridho yaitu kesenangan melakukan sesuatu. 
E. Syarat-Syarat Seorang Dapat Memilih Dalam Islam 
 Pemilih dalam fiqh siyasah dapat diartikan sebagai rakyat.  Rakyat 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk suatu negara. 
59
 
Rakyat dalam menjalani kehidupannya membutuhkan seorang pemimpin 
yang dapat mengurusi berbagai masalah yang ia hadapi. Dalam Islam, 
hubungan antara rakyat dengan pemimpin adalah satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan. Maka dari itu, rakyat wajib memilih seseorang yang 
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mampu dan layak menjadi pemimpin.
60
 
 Umat Islam mempunyai hak untuk memilih, akan tetapi dalam 
melaksanakan haknya mereka harus memenui syarat sebagai pemilih. 
Adapun syarat-syarat yang diperlukan adalah seperti yang termaktub 
dalam Rancangan Undang-Undang Dasar (Masyru Dustur) Negara Islam 
Pasal 26, bahwa “Setiap Muslim yang Baligh dan berakal, baik laki-laki 
maupun perempuan, berhak memilih dan membai’at Khalifah.”
61
 
Adapun dalil Al-Qur’an bahwa berakal memenuhi kriteria sebagai 
pemilih terdapat dalam QS. Az-Zumar (39) ayat 18 :  
                         
             
Artinya : (yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 
yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi 
petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal 
sehat. (Qs. Az-Zumar (39) : 18). 
 Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-sulthoniyah, 
memberikan syarat untuk bisa memilih seseorang pemimpin yaitu : (1) 
memiliki integeritas moral yang baik, (2) memiliki pengetahuan atau 
infomasi yang cukup mengenai calon pemimpin yang hendak dipilihnya. 
Dengan dua kualitas pemilih ini diharapkan  terpilih seorang pemimpin 
yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya, mampu 
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memimpin dengan baik, mengayomi melindungi, dan menjamin keamanan 
dan kesehjahteraan mereka, baik lahir maupun batin.
62
 
 Al-Mawardi menyebutkan al-hall wa al-„aqd dengan al-ikhtiyar, 
merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh Ahl al-Ikhtiyar (orang yang memiliki kualifikasi untuk 
memilih) ada tiga syarat:
63
 
1) Keadilan yang mencakup berbagai syaratnya. 
2) Ilmu yang dapat mengantarkannya kepada pengetahuan tentang 
siapakah yang berhak memegang tampuk khilafah menurut syarat-
syarat yang telah ditentukan. 
3) Pendapat yang sehat dan kebijaksanaan yang memungkinkan orang 
untuk mampu memilih orang yang paling pantas memegang tampuk 
khilafah. 
 Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah mengajukkan konsep al-
syawkah yaitu sebuah konsep yang hampir sama dengan al-hall wa al-
„aqd. Menurutnya al-syawkah adalah orang-orang yang berasal dari 
berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan terhormat di 
masyarakat. Mereka menjadi semacam “kata putus” bagi masyarakat. 
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F. Tinjauan Pustaka 
 Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada 
beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti 
lakukan.  
Penelitian yang pertama temukan adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Muhammad Renaldi yang berjudul “Ratio Decidendi Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 Tentang Hak Memilih 
Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif  Fiqih 
Siyasah”. Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 
Institut Agama Islam Negeri  Palangka Raya, Oktober 2019. Penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan latar belakang putusan MK dan 
menganalisis putusan MK Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 mengenai hak 
memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa perspektif 
fiqh siyasah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas 
hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan umum. 
Perbedaaanya penelitian ini yaitu berfokus pada putusan MK Nomor: 
135/Puu-Xiii/2015 sedangkan penelitian peneliti ini berfokus pada 




 Penelitian yang kedua peneliti temukan adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Ariza Rahmawati yang berjudul “Kriteria Dalam Pemilihan 
Kepala Negara Menurut Undang-Undang Nomor  07 Tahun 2017 Tentang 
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Pemilu di Tinjau Dari Fiqh Siyasah”. Fakultas Syari’ah , Program Studi 
Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Lampung, November 2018. 
Tujuan dari penelitian ini ini adalah untuk mengetahui kriteria pemilih 
dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 
2017 dan untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap kriteria 
pemilih dalam pemilihan kepala negara menurut Undang-Undang Nomor 
07 Tahun 2017.  Menurut Peneliti ketentuan Pasal 198 ayat (1) mengenai 
hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun tapi sudah menikah masih 
rancu dan dipertanyakan apakah mereka dapat berpartisipasi sebagai 
pemilih atau tidak. Persamaan Penelitian  di atas dengan penelitian saya 
yaitu sama-sama membahas mengenai  Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Perbedaannya 
dengan penelitian peneliti yaitu permasalahannya, permasalahan penelitian 
diatas menegenai hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun tapi sudah 
menikah masih rancu dan dipertanyakan apakah mereka dapat 
berpartisipasi sebagai pemilih atau tidak, sedangkan penelitian peneliti 
menegenai hak pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan umum 
Menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum dan Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2018.
66
 
 Penelitian yang ketiga yang berhasil peneliti temukan adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Puji Rahayu yang berjudul “ Tinjauan Fiqh 
Siyasah Terhadap Putusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
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Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Tinjau Dari Fiqh Siyasah, Fakultas Syari’ah, 
Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Lampung, November 2018. 
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Hak Pilih Anggota Polri Dalam Pemilu”. Fakultas Syari’ah , Program Studi 
Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Lampung, November 2018. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hak pilih polri dalam 
Pemilu menurut  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan untuk 
mengetahui sudut pandang Fiqh Siyasah terhadap hak pilih polri menurut 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.  Persamaan Penelitian  di atas 
dengan penelitian saya yaitu  sama-sama membahas mengenai tinjauan fiqh 
siyasah terhadap hak pilih dalam pemilu , dan perbedaan penelitian diatas 
yaitu penelitian tersebut membahas hak pilih Polri dalam pemilu menutut 
Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002 dan penelitian saya membahas hak 
pilih orang dengan gangguan jiwa dalam pemilu menurut Undang-Undang 




 Penelitian yang keempat yang berhasil peneliti temukan adalah 
penelitian yang dilakukan Wahyu Fadhil Ramadhan yang berjudul 
“Perlindungan Hukum Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Dalam 
Pemilihan Umum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
135/PUU/XIII/2015”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah 
Medan, Sumatera Utara, 2018. Tujuan Dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaturan hukum hak pilih penyandang disabilitas mental 
dalam pemilihan umum. Persamaan Penelitian  di atas dengan penelitian 
saya yaitu  sama-sama membahas mengenai hak pilih penyandang 
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disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa terhadap  dalam 
pemilihan umum . Perbedaaanya penelitian ini yaitu berfokus pada putusan 
MK Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 sedangkan penelitian peneliti ini berfokus 
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